
 
ABSTRAK 

AZ ZAHRA ZULFIKAR 

 
Perjanjian sewa-menyewa pengelolaan tanah berdasarkan sistem bagi 

hasil marpardua atau marpartolu di masyarakat Mandailing telah 

dilaksanakan selama beberapa generasi dan secara turun-temurun. 

Awalnya, pengaturan bagi hasil ini lebih merupakan usaha sosial yang 

bertujuan untuk membantu sesama anggota masyarakat dan tidak 

dianggap sebagai usaha bisnis. Masyarakat setempat sebagian besar tidak 

mengetahui adanya hukum positif yang mengatur perjanjian bagi hasil dan 

selalu menggunakan hukum adat/kebiasaan sebagai landasan dalam 

perjanjian sewa-menyewa pengelolaan tanah dengan sistem bagi hasil. 

Penelitian bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan yuridis 
normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan 
(Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). 

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi 

hasil pengelolaan tanah telah lama mapan dilaksanakan pada masyarakat 

Desa Tolang dan dikenal dengan sistem bagi hasil marpardua atau 

marpartolu. Pelaksanaan perjanjian ini semuanya menggunakan hukum 

adat/kebiasaan yang telah dipatuhi selama bertahun-tahun dalam 

masyarakat Desa Tolang. Namun, sebagian besar masyarakat masih tidak 

menyadari adanya hukum positif yang mengatur, termasuk Undang- 

Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. 

Disimpulkan bahwa kibat hukum apabila terjadi mandali (ingkar janji) 

ataupun sengketa antara pemilik lahan dan penggarap biasanya 

diselesaikan melalui musyawarah adat ataupun desa. Dalam beberapa 

kasus, pemimpin adat atau desa terlibat dalam proses penyelesaian, 

sementara upaya ke pengadilan secara historis belum pernah ada. 

Oleh karena itu disarankan hendaknya pemerintah melakukan peninjauan 

ulang terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian 

Bagi Hasil sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena dari 

hasil penelitian penulis bahwa Undang- Undang ini tidak dijalankan 

sebagaimana mestinya dan perlu peran aktif Pemerintahan Desa untuk 

mengawasi jalannya perjanjian yang telah dijalani masyarakat Desa 

Tolang yang memakai hukum adat kebiasaan sehingga perjanjian bagi 

hasil pengelolaan tanah bisa berjalan efektif. 
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